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1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme penundaan

pembayaran uang kuliah tunggal di Fakultas Hukum.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

2.1. Tata cara penundaan pembayaran uang kuliah tunggal

2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam keuangan dan akademik

DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penundaan pembayaran uang kuliah tunggal adalah mekanisme yang harus

dilaksanakan dalam mengajukan penundaan pembayaran UKT pada setiap

semester

PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

4.1. Dekan

4.2. Wakil Dekan UK
4.3. Ko Sub UK

4 .4. Mahasiswa

PERSYARATAN

5.1. Surat permohonan

5.2. Slip UKT semester sebelumnya.

5.3. Penundaan UKT hanya bisa dilakukan satu kali
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6. PROSEDUR

NO. KEGIATAN PELAKSANA | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Mahasiswa membuat Perzt:#]it:;]nzl:]rat
surat permohonan Berkas j enundaan
penundaan . 5-10 P

1 Mahasiswa penundaan UKT, . pembayaran UKT
pembayaran UKT dan komputer/lapto menit dan syarat
melengkapi syarat P ptop penun}::iaan
penundaan UKT pembayaran UKT
Mahasiswa
mengantarkan surat Surat Pengantaran surat

2 permohonan Mahasiswa permohonan 5-10 permohonan
penundaan penundaan menit penundaan
pembayaran UKT ke pembayaran UKT pembayaran UKT
Wakil Dekan UK
Wakil Dekan I Pemeriksaan dan
memeriksa surat surat permohonan memparaf surat

3 permohonan Wakil Dekan e?wndaan 1 hari permohonan
penundaan UK engba aran UKT penundaan
pembayaran uang P y pembayaran uang
kuliah tunggal kuliah tunggal
Mahasiswa mengambil
berkas permohonan Surat Persetujuan dan
penundaan ermohonan 5-10 disposisi penundaan

4 | pembayaran uang Mahasiswa P enundaan menit pembayaran biaya
kuliah tunggal yang ergba aran UKT uang kuliah tunggal
telah disetujui Wakil pembay (UKT)
Dekan UK
Mahasiswa Surat Pengantaran surat
memfotocopy berkas h h

ermohonan . permohonan 5-10 permohonan

5 | P Mahasiswa penundaan . penundaan
penundaan menit

pembayaran UKT pembayaran UKT
pembayaran uang dan Berk telah disetuiui
kuliah funggal an Berkas yang telah disetujui
Mahasiswa
menyerahkan berkas Surat Pengantaran surat
permohonan Mahasi h h
enundaan ahasiswa permohonan 5-10 permohonan

6 pemba aran uan Wakil Dekan penundaan menit penundaan

E nbay 9 UK pembayaran UKT pembayaran UKT
uliah tunggal ke Wakil dan Berk ah di L
Dekan UK untuk an Berkas yang telah disetujui
diarsipkan
Mahasiswa
menyerahkan berkas
permohonan Mahasiswa Surat Pengantaran surat
enundaan Ko Sub permohonan 5-10 permohonan

7 |P penundaan . penundaan
pembayaran uang UK/Staf embavaran UKT menit embavaran UKT
kuliah tunggal ke Ko Keuangan P yB K P th : -
sub UK dan/atau dan Berkas yang telah disetujui
bag.keuangan
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7. ALUR KERJA
Alur kerja prosedur penundaan pembayaran uang kuliah tunggal dapat dilihat sebagai
berikut:

ALUR KERJA PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

KASUBAG
KEUANGAN & SDM

MAHASISWA WAKIL DEKAN I

Membuat surat
permohonan dan
melengkapi berkas

0

Mengantar surat

Dekan memeriksa,
menandatangani dan

permohonan o
menyetujui

| ! permohonan
penundaan

pembayaran uang
kuliah tunggal (UKT)
serta memberikan

Mengambil dan disposisi
mengantar surat

permohonan

penundaan I E—

pembayaran UKT yang
telah didisposisi

O

Mahasiswa
memfotocopy berkas
permohonan
penundaan

pembayaran Lang Berkas permohonan
kuliah tunggal
penundaan
pembayaran uang
- kuliah tunggal ke 4 )
Wakil Dakan UK untuk Berkas
diarsipkan permohonan
penundaan
permbayaran uang
— -
kuliah tunggal ke
Ko Sub UK/ staf
keuangan

- J
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